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Abstr act 

This researcher examines the basis for the judge's decision in deciding a case in a lawsuit at 

the Religious Court through Decision Number 230/Pdt.G/2023/PA.Mt. The main points per 

question an y ang studied are (1.) how the panel of judges makes a decision on the unseen 

when the husband leaves the wife within the time of the divorce. two years while a certain an 

Article 116 hur uf (b) Compilation of Islamic Law stipulates an syar at penel between an at 

least two years of ut-tur ut? (2.) How do judges build a juridical argument to grant a lawsuit 

filed before the minimum deadline and its implications for the protection of the wife's rights?  

This researcher uses a method of researching a law or a legal approach with an approach to 

a per und ang-und ang-und an an approach to a case, through an analysis in front of a 

judge's decision and a study of the literal regulation of Islamic law. The results of the 

research show that the judge has taken an approach to the subject of the study with an 

understanding of the nature of the intellectual pr with the philosophical values of the source 

of the fiqhiyyah rules of the fiqhiyyah from 'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ 

ser ta pr insip maqāṣid al-syar ī'ah. The factors behind the plaintiff's lawsuit began in early 

January 2021 due to the Defendant's lack of responsibility for economic problems, such as 

drinking and drinking at night, so that the plaintiff felt disturbed by the difference. As a result 

of the aforementioned quarrel, the relationship between the plaintiff's house began to falter, 

and the plaintiff returned to his mother's house. The absence of a person who has not been 

present until November 2021 does not provide news or alimony, thus causing uncertainty 

and a status per marriage and psychological burden for the plaintiff. Efforts to make peace 

do not produce results that are not immediately returned or can be contacted. The panel of 

judges ruled that the lawsuit was filed against the plaintiff and that the divorce period had 

not yet reached two years, and that the separation had the potential to cause psychological 

damage to the legal situation for the plaintiff. This finding confirms that judges are the only 

ones who are able to adjust the law to real social conditions in order to provide protection to 

the parties who are left behind. 

Keywor ds: Super natur al Cases, Divor ce Lawsuits, Judge's Consider ations. 

Abstr ak 

Peneliti an ini menelaah dasar  per timb ang an hakim dalam memutus per kar a cer ai ghaib 

pada per kar a cer ai gugat di Pengadil an Agama Metr o melalui Putus an Nomor  

230/Pdt.G/2023/PA.Mt. Pokok per soal an y ang dikaji adalah (1.) bagaim ana majelis hakim 

menjatuhk an putus an per cer ai an ghaib ketika pihak suami meninggalk an istr i dalam waktu 

kur  ang dar i dua tahun sementar a ketentu an Pasal 116 hur uf (b) Kompilasi Hukum Islam 

menetapk an syar at penel antar  an minimal dua tahun ber tur ut-tur ut? (2.) Bagaimana hakim 

membangun argumentasi yuridis untuk mengabulkan gugatan yang diajukan sebelum batas 

waktu minimal serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak istri?  Peneliti an ini 
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menggunak an metode peneliti an hukum nor matif deng an pendekat an per atur  an per und ang-

und ang an d an pendekat an kasus, melalui  analisis ter hadap putus an pengadil an ser ta kaji an 

liter atur  hukum Islam. Hasil peneliti an menunjukk an bahwa hakim mener apk an pendekat an 

subst antif y ang ber sifat pr otektif deng an memaduk an per timb ang an yur idis for mal d an 

nilai-nilai filosofis y ang ber sumber  dar i kaidah fiqhiyyah dar ’u al-mafāsid muqaddamun 

‘alā jalb al-maṣāliḥ ser ta pr insip maqāṣid al-syar ī‘ah. Adapun faktor -faktor  y ang 

melatar belak angi pengaju an gugat an dimulai dar i per tengkar  an y ang ter jadi pada awal 

Janu ar i 2021 akibat Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, ser ing meminum 

minum an ker as d an pulang malam, sehingga penggugat mer asa ter ganggu d an ter jadi 

per selisih an. Akibat per tengkar  an ter sebut, hubung an r umah t angga mulai goyah, d an 

ter ugat pulang ker umah ibunya t anpa sepengetahu an penggugat. Ketidakhadir  an ter ugat 

ber l angsung ber bul an-bul an hingga November 2021 t anpa member ik an kabar  maupun 

nafkah, sehingga menyebabk an ketidakpasti an status per kawin an d an beb an psikologis bagi 

penggugat. Upaya per damai an pun tidak membu ahk an hasil kar ena ter ugat tidak per nah 

kembali atau dapat dihubungi. Majelis hakim kemudi an mengabulk an gugat an cer ai deng an 

menjatuhk an talak satu ba’in shughr ā meskipun masa per pisah an belum mencapai dua 

tahun, deng an per timb ang an bahwa memper tah ank an ikat an per kawin an justr u ber potensi 

menimbulk an ker ugi an psikologis d an ketidakpasti an hukum bagi pihak istr i. Temu an ini 

menegask an bahwa hakim ber per  an sebagai pencar i keadil an y ang mampu menyesuaik an 

pener ap an nor ma hukum deng an kondisi sosial nyata guna member ik an per lindung an 

ter hadap pihak y ang ditinggalk an. 

Kata Kunci: Per kar a Ghaib, Cer ai Gugat, Per timb ang an Hakim. 
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PENDAHULU AN 

Per cer ai an sebagai jal an ter akhir  dalam penyelesai an konflik r umah t angga 

telah diatur  dalam Pasal 38 hur uf b Und ang-Und ang Nomor  1 Tahun 1974 tent ang 

Per kawin an, y ang menjelask an bahwa ber akhir nya suatu per kawin an dapat 

disebabk an oleh kemati an, per cer ai an, atau ad anya putus an pengadil an.1 Dalam 

                                                           

1 ‘Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach’, IIIT, n.d., accessed 

8 January 2026, https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-

approach/. 
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per spektif hukum Islam, Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegask an bahwa 

ber akhir nya ikat an per kawin an akibat per cer ai an dapat ber l angsung melalui talak 

maupun melalui pengaju an gugat an per cer ai an.2 Adapun faktor  y ang melatar belak angi 

pengaju an gugat an ini dimulai dar i per tengkar  an y ang ter jadi pada awal Janu ar i 2021 

akibat Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi ser ing meminum 

minum an ker as d an pulang malam, sehingga penggugat mer asa ter ganggu d an ter jadi 

per selisih an. Akibat per tengkar  an ter sebut, hubung an r umah t angga mulai goyah, d an 

ter ugat pulang ker umah ibunya t anpa sepengetahu an penggugat. Ketidakhadir  an 

ter ugat ber l angsung ber bul an-bul an hingga November 2021 t anpa member ik an kabar  

maupun nafkah, sehingga menyebabk an ketidakpasti an status per kawin an d an beb an 

psikologis bagi penggugat. Upaya per damai an pun tidak membu ahk an hasil kar ena 

ter ugat tidak per nah kembali atau dapat dihubungi. Salah satu jenis per cer ai an y ang 

mempunyai cir i ter sendir i adalah per cer ai an ghaib, y ang juga dikenal deng an istilah 

talak mafqud Secar a ter minologi, "mafqud" ber ar ti hil ang atau ter sesat, menur ut istilah 

syar a', Mafqud mer ujuk pada seseor  ang y ang per gi meninggalk an tempat tinggalnya 

d an tidak diketahui keber ada annya, apakah masih hidup ataupun telah meninggal 

dunia. Gugat an per kar a ghaib diajuk an ketika salah satu pihak tidak diketahui deng an 

jelas alamat d an keber ada annya. Ketentu an ter sebut ter c antum dalam Pasal 19 

Per atur  an Pemer intah Nomor  9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 hur uf b Kompilasi 

Hukum Islam, y ang menyatak an bahwa per cer ai an dapat diajuk an apabila salah satu 

pas ang an meninggalk an pas ang annya selama dua tahun ber tur ut-tur ut t anpa 

per setuju an pihak y ang ditinggalk an ser ta t anpa alas an y ang dibenar k an. Dikarenakan 

keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di dalam maupun 

di luar Republik Indonesia ghoib dibuktikan dengan surat Keterangan dari Kelurahan 

Karangrejo. 

Dalam hukum keluar ga Islam kontempor er , ketidakhadir an pasang an 

menimbulk an dampak psikologis signifik an seper ti kecemas an ber kep anj ang an d an 

                                                           

2 Neng Djubaedah, Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis 

di Indonesia dan hukum Islam (Sinar Grafika, 2010). 



 
 
 

 

beb an ekonomi, y ang menjadi per hati an ser ius dalam ker  angka maqashid syar iah.3 

Fenomena per cer ai an ghaib telah menjadi r ealitas di ber bagai Pengadil an Agama, 

ter masuk di Pengadil an Agama Metr o. Data memper lihatk an bahwa jumlah per kar a 

cer ai gugat y ang diajuk an oleh pihak istr i lebih tinggi dib andingk an deng an cer ai talak 

y ang diajuk an oleh pihak suami, umumnya dipicu oleh per tengkar  an ber kep anj ang an 

y ang ber ujung pada keper gi an salah satu pas ang an dar i r umah.
4
 Dalam pr aktiknya, 

b anyak kasus menunjukk an bahwa istr i y ang suaminya ghaib tidak menunggu hingga 

batas waktu minimal dua tahun sebagaim ana ditetapk an dalam Pasal 116 hur uf b 

Kompilasi Hukum Islam, disebabk an oleh desak an kebutuh an ekonomi d an kondisi 

psikologis y ang tidak memungkink an untuk ter us menunggu dalam ketidakpasti an.
5
 

Dalam beber apa tahun ter akhir , peneliti an mengenai cer ai gugat deng an alas an 

suami ghaib menunjukk an bahwa hakim menggunak an ber bagai pendekat an dalam 

memutus per kar a. Fitr iy ani d an Pur basar i (2024) menemuk an bahwa ketidakhadir  an 

ter gugat y ang tidak diketahui keber ada annya menjadi dasar   per timb ang an hakim 

dalam putus an ver stek.6 Maliyah (2021) menunjukk an fleksibilitas hakim dalam 

menafsir k an hukum deng an mengutamak an kaidah fiqhiyyah tent ang mencegah 

ker usak an.7 sementar a Dahl an dkk. (2022) menegask an pengguna an inter pr etasi 

sistematis y ang mer ujuk pada ber bagai pasal d an kitab fikih untuk memper kuat 

ar gumentasi per cer ai an sebagai solusi ter baik.8 Meskipun peneliti an-peneliti an 

                                                           

3 Author Amir Syarif, ‘Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan 

undang-undang perkawinan’, Universitas Indonesia Library, Kencana Prenada Media, 2007, 

https://lib.ui.ac.id. 
4 Nur Khoirun Ni’mah, ‘Pemetaan Perkara Ghaib di Pengadilan Agama Metro Tahun 2021’ 

(undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022), 

https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7140/. 
5 Editorial, Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam), 13 September 2022, 

https://cekhukum.com/pasal-116-khi-kompilasi-hukum-islam/. 
6 Dewinda Ari Fitriyani and Indah Purbasari, ‘Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Gugat 

Suami Ghaib Di Pengadilan Agama Surabaya: (Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby)’, Referendum : 

Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana 1, no. 4 (2024): 34–41, 

https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.254. 
7 ‘Maliyah - 1975 - PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS 

SYARIAH.Pdf’, n.d., accessed 25 October 2025, 

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55730/1/DINA%20HAQ%20NUR%20MALI

YAH%20-%20FSH.pdf. 
8 ‘PERCERAIAN GUGAT GHOIB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS 

CERAI GUGAT GHAIB TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A) (Pdf) | 



 
 
 

 

ter sebut telah member ik an kontr ibusi penting, ter dapat kesenj ang an r iset y ang belum 

ter jawab secar a kompr ehensif. Per tama, peneliti an sebelumnya cender ung ber fokus 

pada aspek pr osedur al-for mal, namun belum mengkaji inter aksi  antar a per timb ang an 

hakim ter hadap ketentu an nor matif batas waktu dua tahun deng an r ealitas empir is 

kasus y ang tidak memenuhi tengg ang waktu ter sebut. Kedua, belum ada  analisis 

spesifik tent ang bagaim ana hakim memb angun ar gumentasi yur idis untuk 

mengabulk an gugat an y ang diajuk an sebelum batas waktu minimal ser ta implikasinya 

ter hadap per lindung an hak-hak istr i. Ketiga, dimensi maqashid syar iah sebagai 

l andas an filosofis belum dielabor asi dalam konteks dilema  antar a kepasti an hukum 

for mal d an keadil an subst antif. 

Peneliti an ini mener apk an metode peneliti an hukum nor matif deng an 

pendekat an kualitatif y ang menitikber atk an pada telaah Putus an Nomor  

230/Pdt.G/2023/PA.Mt sebagai sumber  hukum pr imer . Pendekat an y ang digunak an 

mencakup pendekat an per atur  an per und ang-und ang an melalui kaji an ter hadap 

Und ang-Und ang Nomor  1 Tahun 1974, Per atur  an Pemer intah Nomor  9 Tahun 1975, 

ser ta Kompilasi Hukum Islam, ser ta pendekat an kasus untuk meng analisis 

per timb ang an hakim. Bah an hukum sekunder  mencakup buku-buku teks hukum Islam, 

ar tikel jur nal ilmiah, ser ta ber bagai sumber  liter atur  lain y ang r elev an. Pengumpul an 

data dilakuk an melalui studi kepustaka an deng an car a menghimpun d an menelaah 

dokumen putus an pengadil an, per atur an per und ang-und ang an, ser ta liter atur  y ang 

ber kait an deng an per cer ai an ghaib dalam hukum keluar ga Islam. Data y ang diper oleh 

kemudi an di analisis secar a deskr iptif- analitis menggunak an metode content  analysis 

untuk mengur aik an per timb ang an hukum hakim, sel anjutnya dikompar asik an deng an 

ketentu an hukum Islam d an per atur  an per und ang-und ang an y ang ber laku.9  analisis 

dilakuk an secar a deduktif untuk mengetahui kesesuai an putus an hakim deng an 

ketentu an hukum y ang ber laku ser ta implikasi yur idisnya ter hadap per lindung an hak-

hak istr i y ang ditinggalk an. 

                                                                                                                                                                            

Kertasitas’, accessed 25 October 2025, https://paperity.org/p/319719025/perceraian-gugat-ghoib-dalam-

perspektif-hukum-islam-analisis-cerai-gugat-ghaib-tahun-2021. 
9 ‘DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN 

IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM | SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah’, accessed 12 

January 2026, https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/923. 



 
 
 

 

PEMBAHAS AN  

Per timb ang an Hakim Pengadil an Agama Metr o Dalam Memutus Per kar a Ghaib 

Pada Cer ai Gugat Pada Putus an Nomor  230/Pdt.G/2023/PA.Mt. 

Hakim per adil an agama di indonesia memeg ang per anan vital dalam 

mewujudk an keadil an hukum Islam bagi masyar akat, khususnya dalam per kar a ghaib. 

Tugas mer eka buk an sekadar  mener apk an pasal-pasal und ang-und ang secar a kaku, 

Namun demiki an, pr oses penegak an hukum tidak h anya ber or ientasi pada pener apan 

nor ma ter tulis, melaink an juga har us mampu mer efleksik an nilai-nilai keadil an y ang 

tumbuh d an hidup dalam masyar akat. Ketentu an ini ditegask an dalam Pasal 5 ayat (1) 

Und ang-Und ang Nomor  48 Tahun 2009 tent ang Kekuasa an Kehakim an, y ang 

mewajibk an hakim untuk “menggali, mengikuti, d an memahami nilai-nilai hukum ser ta 

r asa keadil an y ang ber kemb ang di tengah masyar akat."10 Ketentu an ini menunjukk an 

bahwa hakim buk an sekadar  pengeksekusi und ang-und ang, melaink an pencar i 

keadil an (r echtsvinder ) y ang mampu menafsir k an hukum sesuai kondisi nyata 

masyar akat. 

Dalam konteks cer ai ghaib di m ana suami menghil ang t anpa jejak, per an hakim 

sebagai r echtsvinder  menjadi kr usial kar ena menghadir k an dilema  antar a kepasti an 

hukum pr osedur al d an keadil an subst antif. Istr i y ang ditinggalk an menghadapi 

ketidakpasti an status per kawin an y ang ber dampak pada hak-hak keper data annya, 

ter masuk hak untuk menikah kembali, hak nafkah, d an per lindung an hukum. 

Keteg ang an ini memaksa hakim untuk tidak h anya ber t anya "apakah pr osedur  telah 

ter penuhi?" tetapi lebih fundamental: "apakah keadil an telah ter capai bagi pihak y ang 

r ent an?" Peneliti an ter hadap Putus an Nomor  230/Pdt.G/2023/PA.Mt di Pengadil an 

Agama Metr o mengungkapk an per timb ang an hakim y ang mencer mink an upaya 

menyeimb angk an kepasti an hukum for mal, keadil an subst antif bagi penggugat 

per empu an, d an per lindung an ter hadap hak ter gugat y ang ghaib.  analisis putus an ini 

mengkaji mengapa per timb ang an ter sebut diambil ser ta dampaknya ter hadap upaya 

per lindung an hak-hak per empu an dalam ker  angka hukum keluar ga Islam di indonesia. 

                                                           

10 ‘UU No. 48 Tahun 2009’, Database Peraturan | JDIH BPK, accessed 25 October 2025, 

http://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009. 



 
 
 

 

a. Ver ifikasi Status Ghaib:  antar a For malitas Pr osedur al d an R ealitas Sosial 

Hakim dalam putus an ini menghadapi t ant ang an per tama ber upa pembukti an 

status ghaib ter gugat. Ber beda deng an per kar a kontensius biasa, per kar a ghaib 

meniscayak an pembukti an negatif, membuktik an ketidakhadir  an d an ketidakter temu an 

seseor  ang.11 Pasal 118 HIR , 142 R .Bg mensyar atk an bahwa gugat an dapat diajuk an 

"setelah Pengadil an Agama ber usaha mem anggil deng an patut,"12 Namun tidak mer inci 

st andar  "patut" ter sebut secar a teknis. Dalam pr aktik, hakim melakuk an tiga tahap 

ver ifikasi, per tama memer iksa bukti for mal ber upa r elaas p anggil an y ang telah 

dilaks anak an sesuai pr osedur  HIR ;13 kedua, meneliti keter  ang an saksi-saksi mengenai 

upaya pencar i an y ang dilakuk an keluar ga; ketiga, menilai dur asi d an intensitas 

ketidakhadir  an ter gugat.14 Pendekat an ber tingkat ini mencer mink an kehati-hati an 

hakim untuk memastik an bahwa ketidakhadir  an ter gugat buk an disebabk an oleh 

kelalai an administr asi pengadil an, melaink an benar -benar  kar ena ter gugat tidak dapat 

dij angkau. 

Implikasi konseptual dar i pendekat an ini adalah per geser  an makna "ghaib" dar i 

kondisi fisik-geogr afis menjadi kondisi hukum-r elasional. Ter gugat di anggap ghaib 

buk an semata kar ena tidak diketahui alamatnya, tetapi kar ena telah ter putus hubung an 

komunikasi d an t anggung jawab sosial ekonominya ter hadap keluar ga dalam j angka 

waktu y ang signifik an. Per geser  an ini penting kar ena menunjukk an bahwa hakim tidak 

ter jebak pada for malisme sempit, tetapi memper timb angk an dampak r iil dar i 

ketidakhadir  an ter sebut ter hadap kehidup an penggugat. Ver ifikasi status ghaib juga 

meng andung r isiko per lindung an hak ter gugat y ang tidak memadai. Dalam beber apa 

kasus, ketidakhadir  an dapat disebabk an oleh kondisi for ce majeur e (sakit, kecelaka an, 

atau kondisi dar ur at lain) y ang tidak diketahui oleh keluar ga.15 Untuk memitigasi r isiko 

ini, hakim per lu memper timb angk an pengguna an mek anisme pencar i an alter natif 

                                                           

11 M. Yahya Harahap, Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, 

pembuktian, dan putusan pengadilan, Cet. 2. (Sinar Grafika, 2005). 
12 ‘Gugatan Lainnya’, accessed 12 January 2026, https://pa-jakartautara.go.id/gugatan-lainnya/. 
13 Hukum Online, ‘Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44) - Pusat Data 

Hukumonline’, hukumonline.com, accessed 9 January 2026, 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/herzien-inlandsch-reglement-hir-s-194144/. 
14 No. Putusan Hakim 230/Pdt.G/2023/PA.Mt Pengadilan Agama Metro Kelas IA, n.d. 
15 ‘ andi Muhammad Nur  Muhar r am HKI 2103010034.Pdf’, n.d. 



 
 
 

 

seper ti pengumum an melalui media massa, koor dinasi deng an inst ansi ter kait 

(kepolisi an, dukcapil), atau bahk an pengguna an teknologi infor masi untuk melacak 

keber ada an ter gugat.16  Putus an y ang dikaji belum menunjukk an eksplor asi 

mek anisme ter sebut secar a optimal. 

b. Pembukti an Alas an Per cer ai an: Pener ap an Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 

dalam Konteks Ghaib 

Penetap an status ghaib ter gugat membawa hakim pada per soal an subst ansial: 

apakah alas an per cer ai an memenuhi ketentu an hukum positif indonesia? Dalam 

Putus an Nomor  230/Pdt.G/2023/PA.Mt, Penggugat menyatak an bahwa ter gugat telah 

meninggalk annya t anpa member ik an kabar  ser ta tidak menunaik an kewajib an nafkah 

selama lebih dar i dua tahun secar a ber tur ut-tur ut, sebagaim ana diatur  dalam Pasal 19 

hur uf b Per atur  an Pemer intah Nomor  9 Tahun 1975, y ang menyebutk an bahwa 

per cer ai an dapat diajuk an apabila “salah satu pihak meninggalk an pihak lainnya 

selama dua tahun ber tur ut-tur ut t anpa per setuju an pihak y ang ditinggalk an d an t anpa 

alas an y ang sah atau kar ena keada an di luar  kemampu annya."17 Hakim melakuk an 

ver ifikasi melalui keter  ang an saksi-saksi y ang mengonfir masi dur asi d an sifat 

ketidakhadir  an ter gugat. Pilih an Pasal 19 hur uf (b) mencer mink an pemaham an bahwa 

esensi ker usak an per kawin an dalam kasus ghaib ter letak pada ketiada an fungsi 

per kawin an itu sendir i.18 

Dalam per spektif Islam maupun hukum nasional indonesia, per kawin an 

diar ahk an untuk membentuk kehidup an keluar ga y ang sakinah, mawaddah, d an 

r ahmah,  y ang meniscayak an kehadir  an fisik, komunikasi, d an pemenuh an kewajib an 

timbal balik  antar a suami-istr i. Ketika suami menghil ang t anpa jejak selama ber tahun-

tahun, per kawin an telah kehil ang an subst ansinya d an h anya menjadi ikat an legal 

                                                           

16 ‘JDIH Mahkamah Agung RI’, accessed 9 January 2026, 

https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2017/detail. 
17 ‘PP No. 9 Tahun 1975’, Database Peraturan | JDIH BPK, accessed 25 October 2025, 

http://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975. 
18 ‘Putusan_mkri_8844_1675141891.Pdf’, n.d., accessed 12 January 2026, 

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8844_1675141891.pdf. 



 
 
 

 

kosong y ang justr u menimbulk an mudhar at (ker ugi an) bagi istr i.19 Dalam per spektif 

maqashid syar iah, hakim sebenar nya mener apk an pr insip  ِدفَْعُ الْمَفاَسِدِ مُقدََّمٌ عَلىَ جَلْبِ الْمَصَالِح 

(menolak kemudar at an didahuluk an dar ipada menar ik kemaslahat an).20 

Memper tah ank an ikat an per kawin an secar a for mal deng an suami y ang ghaib ak an 

menimbulk an mudhar at y ang lebih besar  bagi istr i, ketidakpasti an status hukum, 

ketidakmampu an untuk menikah kembali, kehil ang an hak nafkah, d an stigma sosial 

sebagai "istr i y ang ditinggalk an."21 Sebaliknya, mengabulk an per cer ai an membuka 

jal an bagi istr i untuk mel anjutk an kehidup an deng an kepasti an hukum y ang lebih baik, 

meskipun idealitas per kawin an tidak ter capai. 

Putus an ini mencer mink an pengaku an hakim ter hadap per lindung an 

per empu an sebagai bagi an dar i keadil an subst antif dalam hukum keluar ga Islam. 

Ber beda deng an fikih klasik y ang member i pr ivilese suami dalam kontr ol per cer ai an,22 

hukum positif indonesia telah mengakomodasi hak istr i keluar  dar i per kawin an tidak 

fungsional t anpa menunggu inisiatif suami. sebagai m anifestasi pembar u an hukum 

keluar ga Islam y ang r esponsif ter hadap keadil an gender .23 Pembukti an dalam per kar a 

ghaib menimbulk an t ant ang an ter sendir i, khususnya ter kait bagaim ana hakim dapat 

memastik an bahwa ketidakhadir  an ter gugat benar -benar  ter jadi t anpa per setuju an d an 

t anpa alas an y ang dapat dibenar k an secar a hokum, ketika ter gugat tidak hadir  

member i klar ifikasi? Hakim meng andalk an keter  ang an saksi d an bukti tidak 

l angsung.24 Pendekat an ini meng andung r isiko kar ena ter gugat mungkin memiliki 

alas an sah y ang tidak sempat diber itahuk an. Untuk mitigasi, beber apa Pengadil an 

Agama melakuk an pemer iksa an administr atif lintas inst ansi. 

                                                           

19 ‘Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Positif | PDF’, Scribd, accessed 9 January 2026, 

https://id.scribd.com/document/611780371/Perceraian-Dalam-Hukum-Islam-Dan-Positif. 
20 Tebuireng Online, ‘Mengulas Kaidah “Dar’ul Mafasid Aula Min Jalbi Mashalih”’, Tebuireng 

Online, 16 August 2025, https://tebuireng.online/mengulas-kaidah-darul-mafasid-aula-min-jalbi-

mashalih/. 
21 ‘DAMPAK PERCERAIAN GHAIB TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI 

PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH | Fakta: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Islam’, 

accessed 9 January 2026, https://ejournal.stainuku.ac.id/index.php/fakta/article/view/37. 
22 ‘Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9.Pdf’, n.d., accessed 9 January 2026, 

https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqih%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%209.pdf. 
23 ‘Islam, Hukum, Dan Kesetaraan Di Indonesia’, accessed 9 January 2026, 

https://www.cambridge.org/core/books/islam-law-and-equality-in-

indonesia/E930CE8C164914877494830016873B46. 
24 No. Putusan Hakim 230/Pdt.G/2023/PA.Mt Pengadilan Agama Metro Kelas IA. 



 
 
 

 

c. Per timb ang an Keadil an Subst antif:  antar a Maslahah individu d an Kepasti an 

institusi Per kawin an 

Pada tingkat y ang lebih fundamental, Putus an Nomor  230/Pdt.G/2023/PA.Mt 

mencer mink an keteg ang an  antar a keadil an subst antif bagi individu (penggugat y ang 

ditinggalk an) d an kepasti an institusi per kawin an sebagai lembaga sosial y ang har us 

dilindungi. Di satu sisi, hakim mengakui bahwa penggugat ber hak mendapatk an 

keadil an ber upa kepasti an status hukum d an kesempat an untuk mel anjutk an 

kehidup an. Di sisi lain, hakim juga har us memper timb angk an bahwa per kawin an 

adalah institusi sakr al y ang tidak boleh diputus sembar  ang an, sebagaim ana ditek ank an 

dalam hadis Nabi Muhammad SAW: "Sesuatu y ang halal namun paling dimur kai Allah 

adalah per cer ai an ” لْحَلالَِ إِلىَ اللهِ الطَّلاقَُ أبَْغضَُ ا  .25 Mengapa hakim akhir nya lebih 

mempr ior itask an keadil an subst antif bagi penggugat? Per timb ang an ini didasar k an 

pada pr insip fikih رُوْرَاتُ تبُيِْحُ المحْظُوْرَات  kondisi dar ur at membolehk an y ang) لضَّ

ter lar  ang) d an  ُرَرُ يزَُال  26 Dalam kasus di m ana suami.(ker ugi an har us dihil angk an) الضَّ

telah menghil ang selama ber tahun-tahun t anpa member ik an nafkah d an t anpa ada 

har ap an r ealistis untuk kembali, memper tah ank an ikat an per kawin an justr u ak an 

menimbulk an dhar ar  (ker ugi an) y ang ber kel anjut an bagi istr i t anpa ada mashlahat 

y ang dapat dir aih. Dalam kondisi seper ti ini, ikat an per kawin an telah kehil ang an 'illat 

(alas an hukum) keber ada annya, yakni untuk mewujudk an keten ang an, kasih say ang, 

d an pemenuh an kewajib an timbal balik sebagaim ana ditegask an dalam QS. Ar -R um: 

21.27 

Dalam liter atur  fikih klasik, kondisi suami ghaib menjadi per debat an di 

kal ang an ulama mazhab. Mazhab Maliki membolehk an istr i mengajuk an fasakh jika 

suami menghil ang dalam j angka waktu ter tentu setelah hakim melakuk an upaya 

pencar i an maksimal.28 Mazhab H anafi lebih ketat deng an mensyar atk an fasakh h anya 

                                                           

25 Hadits, 22 June 2004, https://almanhaj.or.id/842-hadits-sesuatu-yang-halal-paling-dibenci-

allah-adalah-talak.html. 
26 ‘Dar ur at Membolehk an y ang Har am’, Ter jemah Kitab Kuning, n.d., accessed 9 J anuar y 

2026, https://www.alkhoir ot.or g/2020/01/dar ur at-membolehk an-y ang-har am.html. 
27 ‘Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online’, 

accessed 9 January 2026, https://quran.nu.or.id/ar-rum/21. 
28 Amir Syarif, ‘Hukum perkawinan Islam di Indonesia’. 



 
 
 

 

setelah ter gugat dinyatak an meninggal atau mencapai usia s angat l anjut.29 Mazhab 

Syafi'i d an H anbali umumnya lebih pr otektif ter hadap kel anggeng an per kawin an.30 

Hukum positif indonesia melalui Pasal 19 hur uf (b) PP No. 9 Tahun 1975 mengambil 

posisi lebih r esponsif deng an membatasi dur asi peninggal an pada 2 tahun ber tur ut-

tur ut. Pendekat an ini mengakui bahwa kepenting an istr i untuk mendapatk an kepasti an 

hukum tidak boleh dikor b ank an atas nama idealitas per kawin an y ang tidak r ealistis hal 

ter sebut sejal an deng an ar ah pembar u an hukum keluar ga Islam di ber bagai negar a 

Muslim y ang menempatk an keadil an gender  sebagai pr insip utama. Implikasi 

yur idisnya adalah hakim dapat melakuk an ijtihad yudisial deng an 

memper timb angk an:31 

1. Maqashid syar iah y ang menjaga ketur un an (hifz  an-nasl), akal (hifz al-'aql), 

d an kehor mat an (hifz al-'ir dh) y ang ter  ancam jika istr i ter jebak dalam 

per kawin an tidak fungsional; 

2. Kemaslahat an kontekstual (maslahah mur salah) y ang disesuaik an deng an 

r ealitas sosial d an ekonomi indonesia masa kini, di m ana per empu an memiliki 

pelu ang y ang lebih luas dalam mengakses pendidik an, dunia ker ja, ser ta 

menjal ani kehidup an secar a m andir i; 

3. Pr insip keadil an gender  sesuai komitmen konstitusional indonesia melalui 

r atifikasi CEDAW y ang mensyar atk an penghapus an diskr iminasi ter hadap 

per empu an dalam hukum keluar ga. 

Dinamika putus an cer ai ghaib secar a kompr ehensif, peneliti an ini 

menggunak an ker  angka  analisis ber lapis y ang mengintegr asik an tiga pendekat an: 

per tama, teor i keadil an subst antif sebagai counter -discour se ter hadap legal 

for malism;32 kedua, maqāṣid al-syar ī'ah sebagai instr umen  analisis filosofis-teleologis. 

D an ketiga, kaidah fiqhiyyah sebagai metodologi inter pr etasi hukum kontekstual. 

Peneliti an ini menempatk an dikotomi  antar a legal for malism d an subst antive justice 

                                                           

29 ‘KETENTUAN FASAKH MENURUT MADZHAB HANAFI - Repositori UIN Raden Fatah 

Palembang’, accessed 9 January 2026, https://repository.radenfatah.ac.id/38492/. 
30 ‘Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9 (1).Pdf’, n.d. 
31 Islamic Legal inter pr etation : Muftis  and Their  Fatwas, with inter net Ar chive (Cambr idge, 

Mass. : Har var d Univer sity Pr ess, 1996), http://ar chive.or g/details/islamiclegalinte0000unse. 
32 Database Peraturan | JDIH BPK, ‘PP No. 9 Tahun 1975’. 



 
 
 

 

sebagai titik ber  angkat  analisis. Legal for malism mem and ang hukum sebagai sistem 

nor ma ter tutup y ang otonom dar i mor alitas d an r ealitas sosial.33 Sebaliknya, 

subst antive justice menek ank an bahwa hukum har us r esponsif ter hadap konteks sosial 

d an ber or ientasi pada hasil y ang adil.  Pendekat an ter sebut selar as deng an ketentu an 

Pasal 5 ayat (1) Und ang-Und ang Nomor  48 Tahun 2009 y ang mengam anatk an hakim 

untuk “menggali, mengikuti, d an memahami nilai-nilai hukum ser ta r asa keadil an y ang 

ber kemb ang dalam masyar akat."34 

Maqāṣid al-syar ī'ah digunak an sebagai  analytical fr amewor k untuk membedah 

r asionalitas putus an hakim. Al-Syatibi mer umusk an lima tuju an esensial syar iat (al-

ḍar ūr iyyāt al-khams): per lindung an agama, jiwa, akal, ketur un an, d an har ta.35 Konsep 

maṣlaḥah mur salah digunak an untuk memahami bagaim ana hakim melakuk an ijtihad 

kontekstual deng an memper timb angk an kemaslahat an r iil di atas kepatuh an liter al 

ter hadap pr osedur  for malistic. Kaidah fiqhiyyah diper lakuk an sebagai legal maxims 

y ang mem andu inter pr etasi kontekstual.36 Tiga kaidah utama menjadi fokus: "Al-

ḍar ar u yuzālu" (kemudar at an har us dihil angk an). "Dar 'u al-mafāsid muqaddamun 'alā 

jalb al-maṣāliḥ" (menolak kemudar at an lebih didahuluk an). d an "Tasar r ufu al-imām 

'alā al-r a'iyyah m anūṭun bi al-maṣlaḥah" (Kebijak an y ang diambil oleh hakim 

semestinya diar ahk an pada pencapai an kemaslahat an).37 

 analisis putus an pengadil an agama menunjukk an kontestasi  antar a par adigma 

for malis d an subst antif, Putus an Nomor  0234/Pdt.G/2019/PA.Bjm.38 mencer mink an 

par adigma subst antive justice, di m ana meskipun pengumum an di media massa h anya 

dilakuk an sekali, majelis hakim mengabulk an cer ai ghaib deng an per timb ang an 

maqāṣid al-syar ī'ah d an kaidah al-ḍar ar u yuzālu. Sebaliknya, Putus an Nomor  

                                                           

33 ‘HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial’, accessed 12 January 2026, 

https://ejournal.eddhuhacenter.com/index.php/harisa. 
34 Database Peraturan | JDIH BPK, ‘UU No. 48 Tahun 2009’. 
35 ‘Islambangkit: REKONSTRUKSI PEMIKIRAN IMAM AL-SYĀṬIBĪ: ETIKA DAN 

TUJUAN HUKUM ISLAM DALAM MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH’, accessed 9 January 2026, 

https://www.islambangkit.com/2025/05/rekonstruksi-pemikiran-imam-al-syatibi.html. 
36 Fakhr y Fadhil  and Beni Ahmad Saeb ani, ‘R U ANG LinGKUP PEMBAHAS AN LEGAL 

MAXIM DALAM HUKUM ISLAM’, MIM: Jur nal Kaji an Hukum Islam 3, no. 1 (2025): 64–82. 
37 ‘Kaidah Tasar r uf Al-Imam D an Maslahat | PDF’, accessed 9 J anuar y 2026, 

https://id.scr ibd.com/document/820567931/Kelompok-3-Qowaid. 
38 ‘Dir ektor i Putus an’, accessed 25 October  2025, 

https://putus an3.mahkamahagung.go.id/dir ektor i/putus an/111b4814170c7a1746c1953b569201f3.html. 



 
 
 

 

0156/Pdt.G/2020/PA.Smg.39 Mencer mink an pendekat an legal for malism y ang 

mengutamak an pemenuh an syar at pr osedur al. Per beda an ini menunjukk an 

tr  ansfor masi epistemologis hakim dar i par adigma legal-positivism menuju legal-

r ealism y ang ber cor ak hum anistik-teologis, selar as deng an pr insip per lindung an 

ter hadap per empu an sebagaim ana diatur  dalam Und ang-Und ang Nomor  23 Tahun 

2004 tent ang Penghapus an Keker as an Dalam R umah T angga.40 

Pada kitab Al- anwar  Juz II halam an 422 dijelask an:41 

زِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبيَِِّنةَُ الْحُكْمَ عَليَْهِ إنِْ تعَذََّرَ إِحْضارُهُ لِ  توََارِيهِ أوَْ تعَزَُّ  

Ar tinya: Apabila ter gugat tidak dapat dihadir k an kar ena sengaja menghindar  

atau tidak kooper atif, hakim ber wen ang menjatuhk an putus an ber dasar k an dalil 

gugat an penggugat beser ta alat bukti y ang diajuk an. Kaidah ini menjadi dasar  nor matif 

bagi fleksibilitas pr osedur al dalam per kar a ghaib, y ang kemudi an diinter pr etasi oleh 

hakim kontempor er  melalui lensa maqāṣid al-syar ī'ah untuk menjustifikasi putus an 

y ang ber or ientasi pada keadil an subst antif. 

L andas an Hukum Positif Dalam Putus an Per kar a Ghaib Nomor  

230/Pdt.G/2023/PA.Mt". 

Dalam per kar a cer ai gugat y ang ter golong sebagai per kar a ghaib, keduduk an 

ter gugat tidak diketahui secar a pasti sehingga pr oses per sid ang an tetap har us ber jal an 

deng an mek anisme pem anggil an khusus. Dalam Putus an Nomor  

230/Pdt.G/2023/PA.Mt, majelis hakim menjadik an Pasal 27 Per atur  an Pemer intah 

Nomor  9 Tahun 1975 sebagai l andas an hukum utama, khususnya ter kait mek anisme 

pem anggil an ter hadap pihak ter gugat y ang tidak diketahui keber ada annya.42 Menur ut 

ketentu an Pasal 27 ayat (1), Apabila alamat atau tempat tinggal ter gugat tidak dapat 

diketahui, maka pem anggil an dilakuk an deng an car a menempelk an salin an gugat an 

pada pap an pengumum an pengadil an ser ta mengumumk annya melalui media massa 

                                                           

39 ‘Dir ektor i Putus an’, accessed 9 J anuar y 2026, 

https://putus an3.mahkamahagung.go.id/pengadil an/pr ofil/pengadil an/pa-semar  ang.html. 
40 ‘UU Nomor  23 Tahun 2004 (1).Pdf’, n.d. 
41 ‘Telusur’, accessed 16 November 2025, https://pintarpengadilanagama.id/app/get_pasal/159. 
42 ‘Panggilan Kepada Pihak Yang Tidak Diketahui Alamatnya’, accessed 12 January 2026, 

https://new.pn-jakartaselatan.go.id/panggilan-kepada-pihak-yang-tidak-diketahui-alamatnya.html. 



 
 
 

 

y ang ditunjuk oleh pengadil an. Mek anisme pem anggil an ghaib ini dilaks anak an 

setelah upaya pem anggil an l angsung tidak ber hasil, d an setelah syar at for mal ber upa 

pengumum an dua kali di media massa deng an tengg ang waktu satu bul an ser ta jar ak 

waktu minimal tiga bul an sebelum sid ang ter penuhi, maka pengadil an ber wen ang 

mel anjutk an per sid ang an d an menjatuhk an putus an ver stek apabila ter gugat tetap 

tidak hadir .43 

Pener ap an pem anggil an ghaib menegakk an kepasti an hukum sekaligus 

mendukung pr insip per adil an y ang seder h ana, cepat, d an ber biaya r ing an. Hakim 

pengadil an agama dapat menggunak an diskr esi menentuk an media pengumum an 

efektif seper ti r adio lokal atau situs r esmi pengadil an sesuai Pasal 27 PP 9/1975. 

Fleksibilitas ini penting untuk menghindar i stagnasi per kar a d an member ik an akses 

keadil an kepada penggugat bias anya istr i y ang membutuhk an per lindung an hukum 

seger a.44 Setelah pem anggil an sah, pembukti an menjadi dasar  hakim menilai alas an 

per cer ai an. Mer ujuk Pasal 22 ayat (2) PP 9/1975, gugat an dapat dikabulk an bila 

pengadil an memper oleh penjelas an cukup mengenai per selisih an ser ta mendengar  

keluar ga atau or  ang dekat suami istr i. Penggugat wajib mengajuk an bukti r elev an 

seper ti keter  ang an saksi keluar ga untuk memper kuat dalil ker etak an r umah t angga 

y ang tidak dapat diper baiki, sehingga hakim memiliki gambar  an objektif kondisi 

r umah t angga par a pihak.45 

Dalam menilai ker etak an ter sebut, hakim menghubungk an fakta per sid ang an 

deng an Pasal 39 ayat (2) hur uf (f) Und ang-Und ang Nomor  1 Tahun 1974, y ang 

mengatur  bahwa per cer ai an dapat ter jadi apabila ter jadi per selisih an d an per tengkar  an 

ter us-mener us sehingga tidak ada har ap an hidup r ukun kembali. Kar ena ter gugat tidak 

per nah hadir  d an tidak ada indikasi per damai an, hakim ber wen ang menjatuhk an 

putus an cer ai meskipun ter gugat tidak hadir . Hakim kemudi an menentuk an jenis talak 

ber dasar k an Pasal 119 ayat (2) hur uf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni Talak 

                                                           

43 No. Putusan Hakim 230/Pdt.G/2023/PA.Mt Pengadilan Agama Metro Kelas IA. 
44 Bani Syarif Maula, Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: 

Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan, 14, no. 1 

(2019). 
45 Natsir Asnawi;, HUKUM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA Kajian 

Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian (UII Press, 2013), 

Yogyakarta, //library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D878. 



 
 
 

 

Ba'in Shughr a. Talak ini tidak dapat dir ujuk oleh suami, tetapi memungkink an 

per nikah an kembali melalui akad nikah bar u setelah masa iddah ber akhir .46 Ketentu an 

ini member ik an kepasti an hukum mengenai status per kawin an setelah putus an. 

Deng an demiki an, dasar  yur idis y ang digunak an dalam memutus per kar a ghaib 

Nomor  230/Pdt.G/2023/PA.Mt menunjukk an pener ap an hukum acar a per data khusus 

di pengadil an agama secar a tepat, mulai dar i keabsah an pem anggil an ghaib, 

pembukti an, per timb ang an ker etak an r umah t angga, hingga penentu an jenis talak. 

KESIMPUL AN 

Ber dasar k an telaah ter hadap Putus an Nomor  230/Pdt.G/2023/PA.Mt, 

peneliti an ini menyimpulk an tiga temu an utama. Per tama, hakim mener apk an 

pendekat an r echtsvinding melalui inter pr etasi ekstensif Pasal 116 hur uf (f) KHI, 

memper luas makna "per selisih an d an per tengkar  an" untuk mencakup kondisi ghaib 

y ang menimbulk an dhar ar  bagi istr i. Meski fakta per sid ang an memenuhi Pasal 116 

hur uf (b) KHI (peninggal an dua tahun ber tur ut-tur ut), hakim memilih dasar  hukum 

alter natif untuk memper kuat keadil an subst antif deng an menek ank an ketiadaan 

har ap an hidup r ukun kembali. Kedua, putus an ini sesuai deng an pr insip maqashid 

syar iah melalui kaidah al-dhar ar u yuzalu d an dar 'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb 

al-masalih. Hakim menyeimb angk an kepasti an hukum pr osedur al (pem anggil an ghaib 

ber dasar k an Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975) deng an keadil an subst antif bagi 

penggugat y ang mengalami ketidakpasti an status per kawin an d an beb an psikologis 

ber kep anj ang an. Pener ap an Talak Ba'in Shughr a (Pasal 119 ayat (2) hur uf (c) KHI) 

member ik an kepasti an hukum definitif t anpa hak r ujuk. Ketiga, putus an memiliki 

implikasi yur idis g anda: (a) member ik an per lindung an hukum pr ogr esif bagi 

per empu an y ang ditinggalk an melalui putus an ver stek y ang r esponsif ter hadap kondisi 

dar ur at psikologis-ekonomi; (b) meng andung potensi ketidakadil an pr osedur al bagi 

ter gugat ghaib y ang kehil ang an hak pembela an kar ena mek anisme ver zet menjadi 

teor etis akibat ketidakmampu an mener ima pember itahu an putus an. 

 

                                                           

46 ‘YURIDISI PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) 

DI INDONESIA’, accessed 12 January 2026, 

https://www.researchgate.net/publication/389857819_YURIDISI_PERCERAIAN_DALAM_PERSPEKT

IF_KOMPILASI_HUKUM_ISLAM_KHI_DI_INDONESIA. 
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OUTLINE 

PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT ALASAN GHAIB DI PENGADILAN 

AGAMA METRO  

 

A. PENDAHULUAN  

B. METODE PENELITIAN 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN  

a. Pertimbangam Hakim Pengadilan Agama Metro Dalam Memutus Perkara Ghaib 

Pada Cerai Gugat Pada Putusan 230/Pdt.G/2023/PA.Mt.  

b. Pembuktian Alasan perceraian : penerapan pasal 19 PP No. Tahun 1975 dalam 

konteks Ghaib  

c. Pertimbangan Keadilan Subtansif : anatara maslahah individu dan kepastian insti-

tusi perkawinan  

D. KESIMPULAN  

  



 

 

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD) 

TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT AKIBAT MURTAD DI 

PENGADILAN AGAMA METRO  

A. Wawancara/Interview dengan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas I A 

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Metro dalam memutus perkara 

ghaib pada cerai gugat ketika durasi perpisahan belum mencapai dua tahun 

sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 116 huruf (b) KHI? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan permohonan cerai gugat ghaib 
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3. Bagaimana landasan hukum positif yang digunakan hakim dalam memutus perkara 

tersebut? 
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